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ABSTRAK 

 

(A) Nama : Bryant Montana (NIM: 205180136) 
(B) Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi 

Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-Penal.  
(C) Halaman : vi + 81 + 44 + 2023 
(D) Kata kunci: kebijakan non penal, preventif, pencegahan, Korupsi. 
(E) Isi : 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditentukan kesimpulan terhadap 
permasalahan dalam penelitian ini, bahwa dalam penanganan korupsi di Indonesia 
terdapat dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Berdasarkan analisis yang 
telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penanganan korupsi di Indonesia lebih tepat 
menggunakan upaya non penal atau upaya preventif yang menekankan pada usaha 
pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang 
untuk tidak dilakukannya tindak pidana korupsi seperti pelaporan LHKPN oleh setiap 
institusi-institusi agar para penyelenggara negara mendapatkan pengawasan dalam hal 
harta kekayaan sehingga hal ini dapat mengurangi potensi dalam melakukan tindak 
pidana korupsi, kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa sarana penal yang telah 
dilakukan sejauh ini tidak berjalan efektif, disamping itu sarana non penal juga dapat 
menekan angka korupsi di Indonesia, karena jika sosialisasi anti korupsi terus 
digencarkan maka bukan sesuatu hal yang mustahil untuk membersihkan negara ini 
dari kasus korupsi. Pada kenyataan yang terlihat saat ini penegakan hukum terhadap 
kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih menitikberatkan pada upaya penal atau 
sarana hukum pidana, hal ini terlihat pada kinerja KPK yang lebih dominan dalam 
melakukan OTT, dimana hal ini OTT merupakan implementasi dari sarana penal, akan 
tetapi, disamping itu jika berkaca pada sarana penal yang telah dilakukan oleh KPK 
sejauh ini belum berjalan efektif, mengingat kasus korupsi di Indonesia masih di angka 
yang cukup tinggi dan beberapa pendapat para ahli diatas yang telah menjelaskan 
berbagai kelemahan dan keterbatasan hukum pidana. 
(F) Acuan : 44 (1945-2022) 
(G) Pembimbing 
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. 

(H) Penulis 
Bryant Montana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DAFTAR SINGKATAN 

 
BKPP = Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

BPPKAD = Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Negara 

DIKLAT = Pendidikan Latihan 

DPR RI = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

DUKCAPIL = Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

INPRES = Instruksi Presiden 

IPK= Indeks Persepsi Korupsi  

KPK = Komisi Pemberantas Korupsi 

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

LHKPN = Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

MK = Mahkamah Konstitusi 

OTT = Operasi Tangkap Tangan 

PBB = Persatuan Bangsa Bangsa  

PEMKAP = Pemerintah Kabupaten 

PIDSUS =  Pidana Khusus 

PNS = Pegawai Negeri Sipil 

POLRI = Kepolisian Negara Republik Indonesia  

PP = Peraturan Pemerintah 

SDM = Sumber Daya Manusia 

SK = Surat Keputusan  

TIPIKOR = Tindak Pidana Korupsi 

UU = Undang-Undang 

UUD NRI 1945 = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 


